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I. UMUM

Perusahaan Efek memiliki peran penting pada mekanisme transaksi
di pasar modal, peran tersebut terefleksi dari jenis kegiatan yang dapat
dilakukan oleh Perusahaan Efek yaitu sebagai penjamin emisi efek,
perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi. Pentingnya peran
yang diemban oleh Perusahaan Efek harus diikuti dengan
pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Salah satu wujud akuntabilitas
pengelolaan dan keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan
adalah kewajiban bagi Perusahaan Efek dalam menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan. Pada tahun 2011, Bapepam dan LK
menerbitkan Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi
Perusahaan Efek yang bertujuan sebagai panduan bagi Perusahaan Efek
dalam penyusunan laporan keuangan. Ketentuan yang ada di dalam
Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek disusun berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan terkait lainnya yang berlaku
saat penyusunan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek tahun 2011.

Salah satu dampak dari konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ke International Financial Reporting Standards adalah
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan saat ini lebih berorientasi pada
transaksi. Pada tahun 2017, salah satu Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Akuntansi
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II.

Perusahaan Efek telah berubah yaitu Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan 71 tentang Instrumen Keuangan menggantikan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan 55 (revisi 2015): Instrumen Keuangan:
Pengakuan dan Pengukuran yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Selain
itu juga terdapat 2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan lainnya yang
juga disahkan pada tahun 2017 yaitu Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73 tentang Sewa yang wajib
diterapkan oleh seluruh entitas (termasuk Perusahaan Efek) pada 1
Januari 2020.

Dengan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang
masif sejak konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ke
International Financial Reporting Standards tahap 2 dan berdampak
signifikan pada Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek, sedangkan
ketentuan dalam Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek yang masih
menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebelumnya,
Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek menjadi tidak relevan dan tidak
fleksibel terhadap perkembangan SAK yang dinamis. Dengan fakta,
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman umum
yang harus diikuti oleh Perusahaan Efek dalam menyusun laporan
keuangan, hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan kepastian
hukum, perlindungan investor, dan ketidakefisienan biaya penyusunan
laporan keuangan.

Melihat kondisi tersebut dan untuk meningkatkan daya banding
laporan keuangan Perusahaan Efek yang menerapkan prinsip substansi
ekonomi mengungguli bentuk (substance over the form) serta memberikan
landasan hukum bagi Perusahaan Efek dalam menyusun laporan
keuangan sesuai dengan ketentuan terbaru dari Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan, perlu diatur ketentuan mengenai penyusunan

laporan keuangan Perusahaan Efek berdasarkan SAK terkini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
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Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kekuasaan” adalah hak yang ada
saat ini yang memberikan kemampuan kini untuk
mengarahkan aktivitas relevan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan entitas investasi adalah entitas yang:

1. memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan
tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen
investasi;

2. menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan
bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang
semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan
nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan

3. mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh
investasinya berdasarkan nilai wajar.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “manajemen Perusahaan Efek” adalah semua

anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Efek sebagaimana

diatur dalam peraturan mengenai kewajiban penyampaian laporan

berkala oleh Perusahaan Efek.

Pasal 5

Cukup jelas.
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Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
SAK yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pernyataan
dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar
Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penerapan lebih dini” adalah
Perusahaan Efek menerapkan ketentuan pada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini lebih awal sebelum tanggal efektif.
Contoh:
Ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
diterapkan pada penyusunan laporan keuangan yang berakhir
sebelum 1 Januari 2022.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain perintah
untuk melakukan penyajian kembali laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini.

Pasal 11
Cukup jelas.



Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
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